BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN, PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN — GANTI UANG PERSEDIAAN, BATAS WAKTU PENGAJUAN SPP-L5S
DAN BATAS WAKTU PENYETORAN SISA UP BAGI SATUAN KERJA PERANGEAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kclancaran dan
ctektivitas serta mewujudkan tertib administrasi
pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan
Dacrah  Kabupaten Mahakam Ulu Tahun
Anggaran 2019, perlu menetapkan besaran Uang
Persediaan, Pengajuan SPP-GU dan batas waktu
penyetoran Sisa SPP-UP dan 3PP-GU bagi SKPD
di Lingkungan Pemerintah Kabupalen Mahakam
Ulu Tahun Anggaran 2019;

b, bahwa  bahwa  berdasarkan  pertimbangan
scbagmmana dimaksud pada huruf a tersebut
diatas perlu menetapkan Peraturan Bupal
Tentang Penetapan Besaran Uang Persedian,
Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran -
Ganti Uang Persedian, Batas Waktu Pengajuan
SPP-LS dan Batas Waktu Penyetoran Sisa UP
Bagi  Saluan Kerja Perangkat Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
Tahun Anggaran 2019;

Mengingal : 1. Pasal 18 ayat (0) Undang - Undang Dasar 1945,

2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Mahakam Ul di
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5395);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara



Menetapkan

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, yang terakhir dengan Undang Undang
Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
1999 tentang Kedudukan Bank Pembangunan
Daerah yang Melaksanakan Fungsi Kas Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
1999 tentang Pelaksanaan Tugas Lembaga Kas
Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pokok - pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
Nomor 04 Tahun 2018 +tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;

10. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 45 Tahun

2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Uln
Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
BESARAN UANG PERSEDIAN, PENGAJUAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN - GANTI UANG
PERSEDIAN, BATAS WAKTU PENGAJUAN SFPP-L5
DAN BATAS WAKTU PENYETORAN 3ISA UP BAGI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Dl
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2019.



BABI
KETENTUAN UMUIM

PASAL 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.

10.

L1.

12,

Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;

Bupati adalah Bupati Kabupaten Mahakam Ulu;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam
Ulu;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam
Ulu selaku Koordinator Pengelola Keuangan;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat
APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten
Mahakam Ulu dan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah adalah Unsur pendukung Bupati dalam pelaksanaan
Otonomi Daerah di bidang perencanaan pembangunan Kabupaten
Mahalkam Ulu;

BPKAD/DPKAD/ Bagian Keuangan adalah unsur pendukung
Bupati dalam pelaksanaan fungsi penggangaran Kabupaten
Mahakam Ulu:

Badan Pendapatan Daerah adalah unsur pendukung Bupati
dalam pelaksanaan fungsi perencanaan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Mahakam Ulu;

Satuan Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat SKPD
adalah organisasi/lembaga dilingkungan Pemerintah Kabupten
Mahakam Ulu yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam
rangka penvelenggaraan Pemerintahan;

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah
Kabupaten Mahakam Ulu selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang vang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah
dan bertanggung jawab menyusun Laporan Keuangan Daerah;

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnva disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya;



13.

14.

17,

18.

19.

20.

21.
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23.
24,

25.

26.

27.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Pejabat vang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran
dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD;

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah
Pejabat yang bertanggung Jawab atas pelaksanaan Barang/.Jasa;

. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat

Keahlian Pengadaan Barang/Jasa vang melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa;

. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Yang selanjutnya disingkat

PPTK adalah Pejabat pada unit Kerja SKPD yang melaksanakan
satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya;

Bendahara Penerimaan adalah pejabat Fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan

dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat funsional vang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

Bendahara Umum Daerah yag selanjutnya dinsingkat BUD adalah
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak dalam
kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnva disingkat
Kuasa BUD adalah Pejabat wang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas BUD;

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKFD yang selanjutnya
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat pada unit kerja SKPD vang
melaksanakan tugas meneliti kelengkapan Surat Permintaan
Pembayara (SPP), Menyiapkan Surat Perintah Membayar [SPM)
dan membuat laporan Keuangan SKPD;

Pajak Daerah yang selanjutnva disebut pajak adalah kontribusi
wajib kepada Daerah vang terutang oleh orang pribadi atau Badan
vang bersifat memaksa berdasarkan Undang — Undang dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk kepeluan Daerah bagi sebesar — besarnya kemakmuran
rakvat;

Penerimaan Daerah adalah Uang yvang Masuk ke Kas Daerah,;
Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari Kas Daerah;

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambahan nilai kekayvaan bersih;

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah vang diakus
sebagail pengurangan Nilal kekayaan bersih;

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya
yvang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
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33.

34.

35.

37.

38.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
SKFPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personal (Sumber Daya Manusia),
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau
kombinasi dari beberapa atau kesekian jenis sumber dava
tersebut sebagai masukan (input] untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang/jasa;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA SKPD adalah Dokumen yvang memuat pendapatan, belanja
dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelakasanaan
anggaran oleh Pengguna Anggaran;

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnyva disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan  tersedianya dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;

.Surat Permintaan Pembavaran vang selanjutnva disingkat SPP

adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat vang
bertanggungjawab  atas pelaksanaan  kegiatan/Bendahara
Pengeluaran untuk mengajukan pembayaran;

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang
muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung;

Ganti Uang Persediaan yang selanjutnva disingkat GU adalah
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung;

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD

yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk
pembayaran langsung dan uang persediaan;

. Langsung yvang selanjuinyva disingkat LS adalah pembavaran

langsung pada pihak ketiga dan bendahara Pengeluaran dengan
jumlah yang telah ditetapkan;

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang dignnakan/diterbitkan oleh pengguna
anggaran /kuasa pengguna anggaran untuk pencrbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD;

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya SP2D adalah
dokumen vang digunakan sebagal dasar pencairan dana yang
diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM:



39. Verifikasi adalah bentuk pengawasan melalui pegujian terhadap
dokumen keuangan secara administrative dengan pedoman dan
kriteria yang berlaku.

BAB II
MEKANISME

Pasal 2

Menetapkan besaran nilai uang persediaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019 sesuai daftar terlampir
dalam Peraturan Bupati ini dengan perhitungan Total Anggaran
SKPD dikurangi Dana Blokir (Belanja Modal dan Belanja Tidak
Langsung) dibagi 12 dan/atau Uang Persediaan hanya digunakan
untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung
oleh PA/KPA kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau
jasa.

Pazal 3

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran — Ganti Uang (SPP-GU)
dapat digjukan minimal telah menyelesaikan SPJ-UP mencapai
75% atau lebih dari nilai total pengajuan SPP-UP dan Pengajuan
SPP-GU paling lambat tanggal 09 Desember 2019,

Pasal 4

Batas waktu penyvampaian Pengajuan Surat Permintaan
Pembayaran, Untuk SPP-TU paling lambat tanggal 26 November
2019, 5PP-LS bersumber dari Dana DAK paling lambat tanggal 10
[Desember 2019 dan SPP-LS bersumber dari Dana APBD paling
lambat tanggal 24 Desember 2019 di terima oleh Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Pasal 5

Batas akhir penyampaian SPJ, SPP,SPM-GU/TU NIHIL adalah
paling lambat tanggal 27 Desember 2019 kepada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Pasal 6

Batas akhir Pengembalian/Penvetoran Sisa UP/Kas di Bendahara
Pengeluaran / penerimaan Pada OPD paling lambat tanggal 27
Desember 2019 ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Mahakam
Uhu.



Pasal 7

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing
bertanggungjawab sepenuhnya atas pengajuan SPP-UP dan SPP-GU sesuai
nilai yang tertera dalam peraturan Bupati ini.

BARB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal B

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan menempatkannyva dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

= £y
NO | NAMA JABATAN F Ditetapkan di Ujoh Bilang
1 Dirs, Juan Jenaw Il.l".l'gk_ll Bupat! pada tanggal Fﬂhruaﬁ 2{].] g
2 oraYahanes Avun, .3 sekretars Daeran = '
|3 | Drs.Thomas Higang Asisten 4
4 | Gerry Gregorius, SEMLSLAK | Kepala BRKAD PATI
5 Vossep Sansiang: 5H Plt.Kabag Hukum
| Kasubang Kumndang | - _,_:r

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 4 Februari 2019

SEEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ff
YOHAN AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 05.



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAN, PENGAJUAN

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN -

BAG] SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2019

Jumish SPP - UP |

GANTI UANG PERSEDIAN, BATAS WAKTU PENGAJUAN SPP-LS DAN BATAS WAKTU PENYETORAN SISA UP

NO HODE SKPD . Nema SKPD Total Anggaran ETL + Belanja Modal Belanja Langsung Perhitungan UP pragtis i Keterangan

! z | ¢ 7 =d-5 = To6: 12 Rl e v
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7 1.01.1.01,01.07 SMP Negeri @ Long Bagun 1.249.007 688 0 1.221.742.688,00 TT 26500000 60.605.416,67 60.605,000,00
& L0l 1010108 SMF Megen 4 Lung Bagun K62, 200, 500,00 30132800000 ”mwmﬂu.maﬂb_m 46, 739,.375,00 A6, 739,000, 00
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L
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10 111010110 NP Z..w.mmn... 1 Lakam 1708874 659,40 TAR. T434.659,40 avs, “_.HC.CG..,..“_UEG 81.260.8335,33 81, 260,000,000 ..

11 1.01.1.01.01.11 SMP Negeri 2 Laham GO6.64%, 100,00 29 056,000, 00 512:593.100.20 51.049.425,00 S1.000.000 00

12 1011010112 |SMP Negeri | Long Hubung 1 781.085.748,20 1,931 .867.246,20 549,118,500,00 45,784,878, 00 48.784.600,00
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-

14 1.01.1.0801.1= SMF Negeri 3 Long Hubung 1784084 616,20 569,855,366, 20 1114 198, 250,00 92 FB44 0320, 84 Q2 R4, 000,00
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20 102 1.02.01.05 Puskesrmas Laham 2904 267 865,34 1.003 362,865,344 1,900, D05, 000, 00 | 1538.217.083,33 m LREA1T.000,00
i
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152.550.418,567 _
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34 4.01.4.01.03.01 Bagian Pemerintahan 10,177 813.000,00 1,486 235,000,00 5,691 575000, 00 724297 818,67 T24.297,000,00
358 4.01.4.01.05.02 AXantor Pengelolaan .ﬂu_....,._.w_m”m,mm.ﬂ Megara 2,100,000, 000,00 - c] 210000000000 173,000,000, 00 17 3000 D00, 30
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s 4.01L.4.01.03.08 Bagian Kessjahisraan Rakyat 10.BAB 1 B87.000,00 5 10,848 187.000,00 o0 015,583,835 Q0401500000
40 4.01.4.01.03.07 Dagian Umum 83.181.194.114,74 45.,723.558.114, 79 S AST 236,000,000 4.954. 709,600,067 4. 954, 769,000,000
41 .A._LH 4.01.03.08 Bagian Hukum 8800, 000200, 00 Q500000000 B T05 000,000 00 723416 A66 .87 TI5,414.000,00
42 4.01 4.01.C03.09 Bagian Ovpanisasi dan Tatalaksane 2.5973. 260,000,000 18R, 500.000,00 3774 TE0.000,00 314.563.353,35 314, 58500000
43 A4.00.4.01.04.01 Sekretanist DPRD mIA._m.m H.._q_m_.._...mﬂn__m_u .73, 2459. 701,00 HL91T.544.959 40 B.OT0AG2.083,50 2.576,462.000,00
44 40140102080 kecamatan Long Apati BHIB 459957 34 5,072 405 967,00 3EA3 030 000,54 £36.955.333,346 236.955.000,00




45 4.01.4.01,06.01 ecamstan Long Pahangsi 12,253,908 660,82 0,007 .068.670,00 3.346,839.999,82 70,569 999,99 J 270.569,000,00
lﬂ.u_ 4.02.401,057.01 Kewapntan Long Bagun T.TeR611.948 80 Wu_.wm_m.uu 1 .Wﬁm__uMD 1985, 300, 000,00 105,441 Bhe 57 160,44 O, 0
47 G010 .4.01.08,01 Kecarmatan H.mnMan_. H.185.200.263,72 3.378.080,264 00 2.806.5159.9099,72 2AARTA ARG G4 2AREBTEO0D,00
48 4014010001 Keramatan Long Eﬁ.v._.._ﬂ.ﬂ 11, 750.915.001 78 H.323.0930,0092 00 326081999 78 285 5B2.083,32 2RG.EEZ.000,00
15 1,021.02.01.01 Inapektarat 15,640,377 636,40 5.566.332.636,00 10,074 .045.000,4 n_. B35.503 qmcMu B 839.503.000,00
50 4.09,4.03,01.01 w.wmw“nﬂnhﬂﬂuwﬂm#ﬁaﬁﬁpﬁ_ Treaelstian sen 53.513.463.290,80 3387 200.432,00 45,196.967 968,80 2.729.936.831,50 9.749,236.000,00
ol &0 4. 04,031,017 Baden Pendepatan Daerah 16031 804 556,00 4.514.7435.556,00 11.517.061.000,00 055.755.083,32 AL, TEE.000,00
53 404.4,04,.02,01 Badan Pengelola Keuangen dan Aact Dasrai 45720 525407 00 19.072. 362 586,00 E0,03.163,621,00 2.220.646.9685,08 2.220.846,000,00
53 4.05.4.05.01.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dun ._.G_HEEE_ - 16.957.292,940,00 3.695,196,940,00 13.262.096.,000,00 1.105. 174.666,67 1.105.174.000,00

[ Mo “Mama | labatan
1 | Bre. ¥_Juan denas Wikl Dupati
2 Dirs. Yahanes Swar, b.5I _ Sekda

T & Dvs Thomes Higang fss. 18l

4 Cerry _m_.nﬁu::n.. SE, WS AR | Kepald BRKAD

Fit. ¥abog Higeamn
= Troaep Sangiang, 54 - —
| PaERE Kasubag Kurartznp

Ditetapkarnydi Ujoh Bilang

pada tanggal, 4 Februari 2019
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